PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 170/33/ Kep./DPRD - TL/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.
b.
c
d.
Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf e
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, alat
kelengkapan DPRD terdiri atas Badan Anggaran;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan adanya alat
kelengkapan salah satunya Badan Anggaran;

bahwa berdasarkan rapat paripurna DPRD Kabupaten
Tanah Laut tanggal 10 Oktober 2019 dengan acara
pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tanah
Laut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tngkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan




Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara




Menetapkan
KESATU

10.

11.

12,

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwailan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan DPRD kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Laut.




KEDUA : Susunan Keanggotan Badan Anggaran sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. MUSLIMIN, SE Ketua/Anggota
2. Drs. H. ATMARI Wakil Ketua/Anggota
3. H. RAHIMULLAH, SE Wakil Ketua/Anggota
4. H.JUNAIDI, SKM Anggota
5. RIDHA HAYANI Anggota
6. M. YUSUF AR, SE Anggota
7. H. CHAERUDDIN, ST Anggota
8. AKHMAD Anggota
9. Drs. H. ABDULLAH, MM Anggota
10. KHAIRIL ANWAR Anggota
11. EDI PORWANTO, SE Anggota
12. H. HUSNUL FATAHILLAH Anggota
13. Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH Anggota
14. IKHWAN KHARIRI, A.Md Anggota
15. YUDI RIZAL, ST Anggota
16. H. ARKANI, S.Pd,.M.Si Anggota
17. H. SYAIFUDDIN NOOR, S.Sos Anggota
18. SYAPRULLAH Anggota

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WAKIL KETUA,

H. RAH LAH




